
Menimbang 

Mengingat 

PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

AWAL 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

NOMOR TAHUN 2010 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 / Menimbang 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek ,perlu disesuaikan 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu. 

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penertapan J Mengingat 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 
tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat I Sumatera 
Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3146 ); 

MENJADI 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

NOMOR TAHUN 2010 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

KET 

Tetap 

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Penamba 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, han pada 
maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 huruf 
Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek yang termasuk tebal 
golongan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu 
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu. 

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penertapan Berubah 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang huruf 
Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera tebal 
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 
tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat I Sumatera 
Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146 ); 



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5028); 

8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) . , 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; , 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Surnatera Barat; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Barat Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5028); 

9. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republil< Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 
daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 
Ungkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. ' 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 
daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Berubah 
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5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut 
Retribusi. 

6. Sadan adalah sekumpulan orang dan / atau Modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara 
( SUMN), atau badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data 
objek dan Subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada 
wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Sadan . 

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau pernanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan. 

10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alarn, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan urnum 
dan menjaga kelestarian lingkungan. 

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut 
Retribusi. 

6. Sadan adalah sekumpulan orang dan / atau Modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha rnilik 
Negara ( SUMN), atau badan Usaha milik Daerah (SUMD), dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lernbaga dan bentuk badan lainya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data 
objek dan Subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi 
kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Sadan . 

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan. 

10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pernberian Izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dirnaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan rnenjaga kelestarian lingkungan. 

11. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran I 11. 
atas pelayanan di bidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk 
mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan 
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah; 

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi: adalah 
pembayaran atas pelayanan di bidang izin trayek dan/atau izin operasi 
untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan 
kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; 
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12. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan I 12. 
angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah 
kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari 
pemegang izin trayek. 

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan I 13. 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

14. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke I 14. 
tempat lain dengan menggunakan kendaraan . 

15. Angkutan kota dalam proVinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain 

Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada 
perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang 
diperbolehkan, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta 
kewajiban dari pemegang izin trayek. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

Anglcutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di R.uang Lalu Lintas 
Jalan. 

yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dengan 11s. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 
menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 

16. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang 
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang I 16. 
melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. 

bayaran baik langsung maupun tidak langsung. 

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi , yang selanjutnya disebut AKDP 
adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah 
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dengan menggunalcan mobil bus 
umum yang terikat dalam trayek. 

17. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan 
tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput 
karyawan, pemuliman dan simpul yang berbeda. 

18. Izin Operasi adalah izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha 
angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, 

17. Anglcutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang 
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang 
melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. 

19. Masa Retri_busi __ adala~ su~tu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 118. Anglcutan Khusus adal_ah angk~tan yang mempunyai asal dan/atau tujuan 
waktu bag, waJ1b retnbus, untuk memenfaatkan jasa dan perizinan tertentu tetap, yang melayam antar Jemput penumpang umum, antar jemput 
dari Pemerintah dearah yang bersangkutan. karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda. 

20. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengn cara 
lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur. 

21. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 

19. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil 
penumpang umum yang melayani darl pintu ke pintu dengan atau 
tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. 

20. Angkutan Pemadu Moda adalah angkutan dengan menggunakan 
mobil bus dan/atau mobil penumpang umum yang melayani 
penumpang dari dan/ atau ke terminal, stasiun kereta api, 
pelabuhan dan Bandar udara kecuali dari terminal ke terminal. 
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22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan /atau denda 

24. Pemeriksaaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatui standar pemeiriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerahdan 
/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundand-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah 

25. Penyelidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai negari Sipil yang selanjutnya 
disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

21. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang 
telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan 
bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, 
berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling 
lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang. 

22. Izin Operasi adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil 
bus dan atau mobil penumpang umum tidak dalam trayek 

23. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus 
dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek 

24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memenfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah dearah yang bersangkutan. 

25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ,yang selanjutnya 
disingkat SPORD adalah surat yang digunsaksn oleh Wajib 
Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib 
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi 
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi 
Daerah; 

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengn 
cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Gubernur. 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan /atau denda 
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BAB II 

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 2 

30. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 

31. Pemeriksaaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatui standar pemeiriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
daerahdan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundand-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah 

32. Penyelidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai negari Sipil yang selanjutnya 
disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 2 

Jenis Retribusi yang termasuk 
Retribusi Izin Trayek. 

golongan retribusi perizinan tertentu adalah I Jenis Retribusi yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu adalah 
Retribusi Izin Trayek. 

Pasal 3 

Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan dalam wilayah daerah. 

BAB III 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Nama 

Pasal 4 

Dengan Nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut Retribusi Izin Trayek. 

Pasal 3 

Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan dalam wilayah daerah. 

BAB III 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Bagian 'Kesatu 

Nama 

Pasal 4 

Dengan Nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut Retribusi Izin Trayek. 

Tetap 

Tetap 
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Bagian Kedua 

Objek Retribusi 

Pasal 5 

Objek Retribusi adalah pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada beberapa jaringan 
trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek yang seluruhnya berada pada 
wilayah Daerah. 

(1) 

(2) 

Bagian Ketiga 

Subjek Retribusi 

Pasal 6 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang meperoleh izin 
tertentu dari pemerintah daerah. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pernotongan Retribusi. 

BAB IV 

PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Urnum 

Pasal 7 

Bagian Kedua 

Objek Retribusi 

Pasal 5 

Objek Retribusi adalah pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penurnpang umum pada beberapa jaringan 
trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek yang seluruhnya berada pada 
wilayah Daerah. 

Bagian Ketiga 

Subjek Retribusi 

Pasal 6 

1) Objek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang meperoleh izin tertentu 
dari pemerintah daerah. 

2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, terrnasuk pernungutan atau pemotongan Retribusi. 

BAB IV 

PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

(1) 

(2) 

Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan urnum di jalan I (1) 
dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek wajib memiliki izin; 

Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan l.imum di jalan 
dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek wajib merniliki 
izin; Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Izin trayek. 

b. Izin Operasi. 

(3) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diberikan 
oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Izin trayek. 

b. Izin Operasi. 

(3) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. 

Tetap 
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(1) 

(2) 

Pasat8 

Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin 
trayek atau izin operasi diberikan Kartu Pengawasan untuk 
setiap kendaraan yang dioperasikan. 

Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 
7 ayat (2) bertaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang. 

(3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi, dan berlaku 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 
setiap tahun setama izin trayek atau izin operasi masih berlaku. 

Bertambah 

Pasat 9 Tambahan 
Angkutan orang dengan kendaraan umum yang tetah memiliki izin I Pasal 
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasat 7 ayat (2) huruf a dapat 

Bagian Kedua 

Izin Trayek 

Pasal 8 

diberikan izin insidentil 

Bagian Kedua 

Izin Trayek 

Pasal 10 

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur 1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur 
pada trayek Antara Kota Dalam Provinsi dan trayek angkutan khusus lintas pada trayek Antara Kota Dalam Provinsi dan trayek angkutan khusus lintas 
Kabupaten/Kota wajib memiliki izin trayek. Kabupaten/Kota wajib memiliki izin trayek. 

(2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1) , 
pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). 

Perubahan 
Pasal 
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I 

I 

Pasa19 

· Permo'1onan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat 

berupa : 

a. Izin Trayek baru. 

b. Pembaharuan rnasa beriaku izin. 
C. -Peruoahan 1zin, tediri clari : 

1. Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau 

frekwi!nsi; 

I 2. Pengurangan trayek, atlu pengurangan kendaraan atau 

frakwensi; 

3. Perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute; 
4. Pengalihan kepemi!ikan perusahaan. 

Bagian Ketiga 

Izin Operasi 

Pa~I 10 

penambahan 

pengurangan 

Bagian Ketiga 

!?in Operasi 

Pasal 11 

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana I (1) Untuk mielakuk3n kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek 

sebagaimi!!la dimaksud dalam Pasal 7 wajib rnemiliki izin o~rasi. dirnaksud dalam Pasal 7 wajib riiemiliki izin operasi. 

(2) Izin operasi sebagaimana uirnaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

(1) 

a. Izin operasi angkutan taksi. 

b. Izin Operasi Angkutan sewa. 

Pc:sal 11 

PerMohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat 

berupa: 

a. Izi11 operasi bagi peroohon baru. 

b. Pembaharuan masa berlak" izir. operasi . 

(2) Izin operasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

c. Izin ope:asi angkutan taksi. 

d. Izin Operasi Angkutan sewa. 

Dihapus,. 
ciatur 
dengan 
Pergub 

Perubahar. 
Pasal 

-i 
Dihapus, ' 
dic:tur 
dengan 
Pergubr 

. ---------------'----------------------------------L__ __ _J 
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c. Perubahan izin yang terdiri dari ; 

1. Penambahan kendaraan. 

2. Perubahan kepemilikan perusahaan dan perubahan alamat. 

,:=t""' I (2) Untuk memperoleh izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada pejabat sebagaimana 

I dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). 

Pasal12 Pasal 12 

(1) Untuk rnemperoleh Izin trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud I (1) Untuk memperoleh Izin trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) pemohon w2jib memenuhi : dalam Pasal 7 ayat (2) pemohon wajit- memenuhi : 

a. Persayaratan admtnistrasi; 

b. Persyaratan teknis 

(2) Persyaratan admir.istrasi dan persyara·:an teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) akan ditetap!can oleh Gubernur. 

a. Persayaratan administrasi; 

b. Persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administrasi d~n persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 
oada ayat (1) akan ditetapkan oleh Gubernur. 

Pasal 13 I Pasal 13 

Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah rnemenuhi persyaratan I Apabila perroohonan yang diajukan pemohon telah mernenuhi ~rsyaratan 

Tetap 

Tetap 

~

3imana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan clapat diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dapat diterima oleh pejabat 
beri izin, maka pemberi izin akan menerbitkan Keputusan Izin Trayek atau pemberi izin, maka pemberi izin akan menerbitkan Keputusan Izin Trayek atau 
Operasi dan r.artu Pengawasan. Izin Operasi clan Kartu Pengawasan. -----t--·~-----------------------+------.j 

I 

I 
I 
L 

I 
I 
I c1> 

I (2) 

Bagian Keempat 

Izin Insidentil 

Pasal 14 

Izir. insidentil nierupakan izin yang diberikan kepada 

perusahaan angkutan yang telah memitik; izin trayek, untuk 

-- menggunakan kendaraan bennotomya yang me:1yimoang dari 

izin trayek yang dimiliki. . 
I 

Izin ins:dentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeiikan I 
untut metayani trayek antar kota antar provinsi. 

Pasal 
/ tambahan 
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(3) 

BAB V 

Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya / 
diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan 

berlaku paling lama 14 (ernpat beias) hari serta tidak dapat 
diperpanjang; 

BAB V 
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM 

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TAAIF RETRIBU~;J PENETAf>,\N STRUKTUR DAN E,ESARNYA TARIF RErRIBUSI 

Pasal 14 Pasal 15 

Tingkat penggunaan ~ da!am pemberian Izin Trayek diukur dan dihitung Tingkat penggunaar Jasa dalam pemberian lzin Trayek diukur dan dihitung 

berdasarkan jenis pelayanan, jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan y2:,g berdasarkan jeilis pelayanan , jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan yang 

ctipe;gunakan. dipergunakan. 

(1) 

(2) 

Pasal 15 I Pasal 16 

Prinsip dan sasaran dzlam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan I (1) 

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

pemberian izin yang bersangkutan. 

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat I {2) 

(1) meliputi '. 

a. penerbitan dokumen izin; 

o. pengawasan di L.apangan; 

c. penegakan hukum; 

d. penatausahaan; dan 
e. biaya dc1mpak negatif dari pemberian izin tersebut. 

Prinsip dan sasaran dc1lam penctapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan 

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

pem~rian izin yang bersangkutan. 

Biaya penyelen9garaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi : 

a. penerbitan dokumen izin; 

I:>. pengawasan di Lapangan; 

c. penegakan hukum; 

d. · penata~sahaan; dan 

e. biaya darr pak negatif dari pemberian izin tersebut. 

l 

Tetap 
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BAB VI 

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 16 

BAB VI 

PEND.A.FTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,· I {l) 

benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh waijb retribusi atau kuasanya <
2
> 

Pasal 17 

Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 

benar, dan lengl<.ap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau 

kuasanya. 

(3) Bentuk, Isi serta t3ta cara peng1sian dan penyampaian SPdORD I t3) 

sebaga!mana dimakslid pada a1at (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Bentuk, Isi serta tata c.ira pengisian dan penyampaian SPORD 

sebagaimana dimaksud paca ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Gubemur. 

(1) 

Gubernur. 

Fasal 18 

Pasal 17 (1) Berdasarkan SPdORD sebagairriana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
Berdasarkan SF>dORD sebagai~ana dimal<su~ dalam Pasal 16 ayat (1) I d~etopkan _retribusi terhutang d,engan rnenerbitkan SKRD atdu dokummen 
ditetapkan retribusi terhutang aengan menerb~n SKRD atau dokummen lam yar.g d1persamakan. 

lain yang dipersamakan. 

(2) Apabila dari hasil pemeriksaaan ditemukan hat yang baru dan/atau data (2) Apabila dari hasil pemeriksaaan ditemukan hal yang baru dan/atau data yang 
yang sebeturmva belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah sebelumnya belurn terungkap 11ang rnenyebabkan penambahan jumlah 

retribusi terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT. retribusi terhutang ,naka dike!Liarlcan SKRDKBT. 

(3) Bentuk dan form.Jt SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan I (3) Bentuk dan Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamaka:t ditetapkan 
rlanr~;m PPr;:ih ,ran Gubernur. dengan Peraturan Gubernur. l ....... .._ .. · -· -~~ 

BAB '.'TI BAS VII 

PE~iBA YARAN DAN SMT RETRIBUSI TEHUTANG PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG 

Pasal 18 
Pasal 19 

(1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus. (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus. 

Perubahan 
Pasal 

Peruba'1an 
Pasal 

14 
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(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan I (2) Tata cara !)embayaran, penyetoran dan tempat pembayaran dite:apkan 
dengan Peraturan Gubernur. dengan Peraturan Gubernur . 

Pasal 19 

Saat Retribusi terhutang terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN 

Pasal 20 

Pasal 20 

Saat Retribusi terhutang terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN 

Pasal 21 

Masa Retribusi adalah 1 ( satu ) tahun atau ditetaplcan oleh Gubernur sesuai Masa Retribusi adalah 1 ( satu ) tahun atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasai 21 Pasal 22 

Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib 
Retribusi ditagih dengan surat tagitian Retribt.isi Daerah (STRD). 

Penagihan Retribusi terhutar.g sebagaimana dimakscd pada ayat (1) 
didahului dengan surat teguran. 

Tata cara pengihan Retribusi terutang diatur dan ditetapkan oleh Gubernur. 

BAB IX 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 22 

(1) Retrib:.:si terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib 
Retritiusi ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 

(2) i>enagihan R~tribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan surat tegura:1. 

(3) Tata cara penagihan Retribusi terhutang diatur dan diretapkan o!eh 
Gubemur. 

BAB rx 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 23 

Struktur tarif Retribusi digolongkan l)erdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang I Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jumlah 
digunakan tempat duduk d~n jenis kendaraan yang dipergunakan. 

I 
I 

Perubaha 
n Pasal 

Berubah 
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r-- -~ Pasal 23 Pasal 24 / teta~ 

I
I Sbuktur dan besamya tarif retribusi Izin Trayek sebagaim.,na dimal<sud daiam Strultur dan besamya tarif Retri~si _""l'•galmana dlmalcsud dalam 

Pasal 8 adalah sebagai benkut : Pasal 7, dan Pasal 9 adalah sebaga1 benkut : 

No I JENIS PENERIMAAN REIRIBUSI 

1. 

2. 

Retribusi Kartu Pengawasan lzin Trayelc Antar Kota Dalam Provinsi 

(AKDP) dar. Anglrutan Kmsus terdiri clari : 

a. Kendaraan dengan lrapasitas tempat cluduk maksimal 8 (deli:pan) 

b. Kendaraan dengan lrapasitas tempat cluduk 9 s/d 16 

c. Kendaraan dengan lrapasitas tempat duduk 17 s/d 28 

d. Kenck:raao dengan lrapasitas tempat diatas 28 

e. Angkutan PemactJ fib:la 

TARIF 

Rp. 40.000.­

Rp. 50.000.· 

Rp. 55.000.­

Rp. 60.000.­

Rp. 60.000.-
Rebibusi Kartu Pengawas Izin Operasi Angkutan Taksi Clan Angkutan 

Sewa Rp. 60.000.-1~ 3-. ~,~R-etri-.-busi-.-lzi-.n-lnsiden-.-til-. -tmlk--sem-ua-jerll-.s-,-ken_d...,...araa_n_. -----+, Rp. 40.000.-

No I JENIS PENERIMMN RfTRIBUSI 

1. Relribusi r.artu Pengawasan Izin T,·ayelc: Angkutan Antar Kota 
Dalam Pr,JVlnsl (AKDP) dan Angk, 1tan Kht.'SUS terdirl dari : 

a. Kendaraan dengan kapaSita~ tempat duduk makSirnal 8 
(delapan) 

b. Kenchraan dengan kapaSitas tempat clJduk 9 s/d 16 

c. Kencbraan dengan kapasitas tempatduduk 17 s/d 28 

d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 28 
e. Angkutan Pemadu Moda 

2. I Retribusi Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan TakSi dan 
Anfj(utan Sewa 

3. t Retribusi lzin Insidentil untuk semua jenis keooaraon. 
I 

TARIF 

Rp. 40.000,­

Rp. 50.000.­

Rp. 55.000.­

Rp. 60.000.­

Rp. ii0.000.-

Rp. 60.000.-
- - I 

~_._40.ooo.- I 
1--------------------------------------------t---------------------------------------------t--------' 

(1) 

(2) 

I (3> 

Pasal 24 

Gubemur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi j (1) 
sebagaimana dimakslld Pasal 24 selambat-lambatfl}la 3 (t?ga) tahun. l 
Penyesuian tarif retrillusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan indek.s harga clan perkembangan perelconomian. I (2) 

Penyesuaian tarif Retribusi ditetapkan denga:-: Perat"Uran GuiJernur 

Pasal 25 / E:un)fi 

Guber:iur dapat mE:;lakukan peninjauan dan penyesuaian sb".1ktur dan j ~asa~ h 
tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selambat- eru a 
lambatn,a 3 (tiga) tahun. 

Peninjauan dan penyesuaian struktur dan tarif retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan iirdeks harga 
dan perkembangan perekonomian. 
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I 
BABX 

K!:DALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 25 

1 (3) 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah., (1) 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terhutangnya 
Rebibusi, kecuali jiica wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang 
Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud )ada ayat (1) I (2) 
tert;ngguh jika : 

a. diterbrJ<an surat teguran ;atau 

b. acla pengakuan utanQ Retiibusi dari wajib Retribusi baik langsung 
maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana cimaksud pada ayat (2) I (3) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung seja!c dikirirmya surat teguran. 

Peninjauan dan Penyesuaian struktur dan tarif Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur 

BABX 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 26 

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Jteclaluwarsa setelah 
melamoaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terhutangnya 
RetribLsi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang 
RetribLSi. 

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
t£:rtangguh jika : 

a. diterl)itkan surat teguran ;atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung 
maupun tidak langsung. 

Dalam hat diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran. 

Berubah 
Pasal 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada I (4) 
ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kec:laluwarsanya menyatakan I 
masih mempunyai utang Retribusi dan beium melunasinya kepada 1 . 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakua11 utaog ketnbusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud I (5) 

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebaQ3imana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan / 
rnasih mempunyai utang Retribusi dan belum metunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. / · 

(1) 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 3ngsuran 
atau penundaan pembayaran dan dan permononan keberatan d3ri wajib 
Retribusi. 

Pasal 26 

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimri!{SUO 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penuncfaan pembayaran dan permohonan keberatan dari 
wajib Retribusi. 

Pasal 27 

Piutang retribusi yang Mak mungki~ dii.dgih, karena hak untuk melakukan / (I) Piutang. Retribusi yang tidak mungkin c!)tagih, karena hale untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluarsa dapat drhapus. penag1han sudah kedaluwarsa dapc:1t d1hapus. 

' 

i=-erubahan i 
Pasal / 

I 
17 
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(2) Penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana / (2) Penghapusan Piutang Re~ribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana / l 
dimaksud pada ayat (1) ditetapki:tn dengan oleh Gubernur -+- dimaksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan oleh e,_·u_be_rn_u_r ___ _ 

BAB XI I BAB x~ tbahan 

KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI I KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI I ~:~, 

(1) 

(2) 

Pasal 27 

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan I (1) 
retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi . 

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi I (2) 
diatur da1 ditetapkan dengan Peraturan Gubemur. 

BAB XII 

KEBERATAN 

Pasa,~ I 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya !<epa1a (1) 

Gubernur atau peJabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 1 
dipersamakan. ,j 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalan bahasa Indonesia dengan disertai 1 (2) 
ala!;cln-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus d;ajukan dalam jangka waki:u paling lama 3 (tiga) bulan I (3) 
sejak awal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu ciapat 
men~njukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaail 
diluar kekuasaartnya. 

Pasal 28 

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan clan pembebasc::n 
retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi . 

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi 
diatur dan diteta Jkan dengan Peratunn Gubernur. 

BAB XII 

KEBERATAN 

Pasal 29 

Wajif:\ Retribusi tertentu dapat mengajuka11 keberatan kepada Gubernur 
atau pejabat yang ditunjuk atos SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

Keberatan diajukan secara tertulis dalan bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama "3 (tiga) bulan 
sejak tanggal 5KRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat 
menunjukan bahwa jangka waf...tu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan 
diluar kekuasaannya. 

Perubahan 
Pasal 

I (4) 

I 
Keadaan di luar keJwasaannya sebagaimana dimaksud pc•da ayat (3) adalah I (4) 
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib rertribusi. 

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah suatu keadaan yang teljadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Ketribusi clan 
pelaksanaan penagih2!1 Retribusi. 

rertribusi. 
1 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan / 
pelaksanaan penagihan Retribusi. I 

~-----------__ j __ _ I 
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Pasal 29 Pasal 30 

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling iama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat (1) Gubernur da!am jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Sejak tanggal 
keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 
dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan. diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan . 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan (2) Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan 
keputusan atas keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh kepala , kepastian hukum bagi Wajib Retribusi , bahwa keberatan yang diajukan 
Daerah. harus diberi keputusan oleh Gubernur. 

(3) Kepubssan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menamba~· 
besamya Retribusi yang ter1Jtar.g. 

(3) Keputusan Gubemur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 
menambah !>sarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajulcan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksucf pada ayat (1) telah lewat dan 
Gubemur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diaj""kan 
tersebut dianggap dikabulkan. 

I (1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 30 Pasal 31 

Jilca pengajuzn keberatan dikabullcan sebagian atau seiluruhnya, kelebihan (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau ~rluruhr.ya, k~lebi'1an 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
sebesar 2 % ( dua persen) sebulan unt'Jk paling lama 12 (dua belas) bulan. 2% ( dua persen) sebulan untuk p~ling lama 12 (cua belas) bulan. 

Imbalan bunga sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dihitung sejak bulan / (2) Imbalan bunga sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitlcannya SKRDLB. pelunasan sampai dengan diterbitkan:,ya SKRDLB. 

I I 

L J 
BABXllI 

PENGEMBALlAN KEl.EBit-:AN PEMBAYARAN . 
Pasal 31 

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan I (1) 
permot.onan pengemballan kepada Gtibernur; 

Gubemur dalam jangka "Vaktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak I (2) 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimai<sud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; 

BAB XIII 

?ENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYAAAN 

Pasal 32 

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapai. mengajukan 
perrnohonan pengembalian kepada Gubernur. I 
Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 1 

diterirnanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; 

Perubahan 
Pasal 

19 
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(3) 

(4) 

I (5) 

I (6) 

I (7) 

I 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) te!ah dilampaui I (3) 
dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Pajak atau retribusi daerah dianggap dikabulkan 
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) 
bulan. 

Apabila Wajib Pajak atau wajib Retribusi rnempunyai utang pajak atau utang I (4) 
Retribusi lainya, ke1etihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang Retrubusi terse.but (5) 

Pengemba!ian kelebihaP. pembayaran Retrii:>usi sebagairr1c1na dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dafam janka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak I (6) 
diterbitkan SKRDLB. 

Jika pengembalian kelehhan pembayara11 Retribusi dilakukan setelah lewat 
2 (dua) bulan, Gubemur memberikan imbalan bt1nga 2 % (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pambayaran Retribusi . I (7) 

Tata cara pengemba!i.a,, kelebihan pembayar2n PaJak atau retribusi 
sebagairnana dima"5ud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB XIV 

PEMERIKSAAN 

Pasal 32 

(1) Gu~mur berwenang meialcukan pemeriksaan untuk nenguji kepatuhan ! (1) 
pemenuhan kewajiban Retribsi dalam rangka melaksanakan peratu:-an 
perundang-undangan Re!ribusi Daer3h; 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: I (2) 

Apabila jangka waktu sebcigaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan , 
pengembalian pembayaran Retribusi daerah dianggap dikabuikan dan 
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) 
bulan. 

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagairnana dimaksud paoa ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) d lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkan SKRDLB. 

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
lewat 2 (duu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua 
persen) sebu!an atas keterlambatan pernbayaran kelebihan parr.bayaran 
Retribusi. 

Tata C3ra pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayJt (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB XIV 

FEMERIKSAAN 

Pasal 33 

Gubemur berwenang melakuk?n pemeriksaan ~ntuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewc'ijiban Retribsi dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah; 

Wajib Retribusi yang diperik5a wajib: 

I Perubaha~ 
Pasal 

1 

a. Memperfihatkan dan/atau meminjamkc1r. ouku atau catatan, dokumen I a. Memperlihatkan dan / atau merninjamkan buku atau catatan, 
yang rnenjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan dokumen yang me~jadi d~sar~ya dan dokumen lain yang ' J' 
objek Retribusi yang terutang; berhubungan dengan obJek Retnbus, yang terutang; 
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b. Mf')mherikan kesempatan untuk memasuki ternpat atau ruangan yang 
dianggap oerlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan / atau 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

((3) Tat.a ca;a pemeriksaan pajak dan retribusi diatur lebuih lanjut dengan I (3) 
Peraturan Gubernur. 

BAB XI/ 

INSENTIF 
Pasal 33 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan / atau 

c. Memberikan keterangan yang diper1ukan. 

Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebuih lanjut dengan Peraturan 
Gubemur. 

BAB 'IN 

INSENTIF PEMliNGIJTAN 

Pasal 34 

(1) Gubernur dapat rnemberikan Insentif kepada SKPD Pemungut. (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepad,3 SKPD Pemungut. 

(2) 

(1) 

(2) 

Besarnya Insentif dan tata cara Pemberian lnsent!f ditetapkan dengan ! (2) 
Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-iJndangan. 

(3) 

Pemberian insentif sebagaimana dimaksuct paca ayat (1) berdasarkan 
pencapaian kinerja tertentu. 

Pemberian i~entif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
melafui Anggaran Pendapatan dan ~lanja Daerah. 

(4) Besamya insentif dan tata cara pemberian i,1sentif ditetapkan dengan 
!>eraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XVI 

PENYIDIKAN 

Pasal 34 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Per.1erintah Daerah i (1) 
diberikan Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (! ) ada:ah Pejabat Pegawai I (2) 
Negeri Sipil tertentu di ling!cungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenan!) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BAB XVI 

PENYIDIKAN 

Pasal 35 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberikan Wewenang khusus sebagai penvidik untuk melak;.1kan 
penyidikan untuk melakukan penyid/kan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerab, sebagaimana dima<Sud dzlan1 Undang-Undang Hukum Ac.::ra 
Pidana. 

Penyidik sebagaimana dimaksud pad.~ ayat (1 ) ada:ah Pejabat Pegawai 
Negeri SiJil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh ; 

Pasal 
dan ayat 
ditambah 

Perubaha 
n Pasal / 

pejabat yang berwenang c;esuai dengan ketentuan peraturan perundang-u' 
undangan. 

L-------------------------'--------
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksLid pada ayat (1) aclalah: (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -, 

(4) 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau a. Menerirna, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
!aporart berker.aan dengan tindak ,:idana di bidang Retrib:Jsi Daerah laporan berkenaan dengan tindak Jjdana di bidang Retribusi Daerah 
agar keterangan atau lapcran tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribal:I atau Badan tentang kebenarar. perbuatan yang dilakukan pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehululgan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

retribsui daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau Badan 
c. Meminla keterangan clan bahan bukti dari orang pribadi atau Badah sehubungan dengan tindakan pidana di bklang Retribusi Daerah; 

sehubungan dengan tindakan pidana di bidang dan rebibusi daerah; d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenan dengan 
ct. MelTlfriksa buku, catatm da!l clckumen lain yang berlrer.an der.gan tlndak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

tindat pjdana di bidang Perpajakan Daerah dan retribusi ; · e. Melakukan penggeledahan untuk mendaioatkan bahan bukti 
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pembukuan, pencatatan dan dukumen lain, serta melakukan penyi:tan 

pencatatan dan dukumen lain, serta melakukzn penyitan terhadap terhadap bahan bukti tersebut ; 

bahan bukti te~but ; f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
f. Melllintl bantuar. ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak piclilna dibidang Retribusi Daerah; 

tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan 
g. Menyuruh berhenti dan / atau saat pemeriksaan sedang berlangsung ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seclang berlangsung 

dan pemeriksaan Identitas orang, dan atau dokumen yang dibawa; dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang bersangkutan dengan tindak piclana retribusi h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
daerah; Daerah; 

i. Memar~il orang untuk didengar keterangannya dan d~ksa sebagai i. MemanggiJ orang untuk didengar keterangannya dar. diperiksa sebagai, 
tersangl0 ata;.i saksi; tersangka atau saksi; 

j. Mengtmikan penyelidikan ; dan/ atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyeliclikan 
tindak pidand di bidang retribusi daerah sesuai dengan lcete!ltuan 
peraturari perundang-undangan. 

Penyidik s~gaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya / (4) 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum I 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-!Jndang Hukum Acara Pidana. 

j. Menghentilci:n penyelidikan ; dan/ atau 

k. melai<.Jkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan 
tindak piclana di bidang retribusi da,?rah SPSuai dengan ketentuafl 
peraturan perundang-undangan. 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidilcannya k~pada penuntut Umum 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

I 
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BAB XVII 

SANKS! 

Pasal 35 

BAB XVII 

SANKS I 

Pasal 36 

Wajib Rebibusi yang karena kelalaiannya untuk membayar atau kurang bayar, Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya tidak membayar atau kurang bayar, 
Retribusi terhutang dikenakan sanksi adninistrasi berupa denda sebesar 2% (dua ,Retribusi terhutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% 
persen) dari Retribusi terhutang setiap bulan keterfambatan. (dua persen) dari Rebibusi terhutang setiap bulan keterlambatan. 

Pasal 36 Pasal 37 

Wajib Rebibusi yang tidak melaksa11akan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Wajib Retribusi yang ticlak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
Pasal 23 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling daiam Pasal 24 seh!ngga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 
iama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Rebibusi kurungar. paliilg lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) 

Perubahan 
Pasal 

terutz ng yang tidak atau kurang dibayar. kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. j ---1 

I 

BAB XVIII 

PENUTUP 

Pasal 37 

Pada Saat Peraturan Daerah ini muiai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tertang Retribusi IzinTrayek (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 38 

I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

l
l Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundngan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
S:imatera Barat. 

BAB XVIII 

PENUTUP 

Pasal 38 

.Paraturan pel3ksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat­
lambatnya 3 (tiga) bulan .sejak Peraturan Daerah ini diundangkan 

Pasal 39 

P.Jda Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Pro,·:nsi 

Tamt>;:;han 
Pasal 

Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Retribusi IzinTrayek (Lembaran I 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8, Tamb-3han l_embaran j 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berla!~---
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PEN.JELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

Pasal 40 

Peraturan Daerah !ni mulai beric,ku pada tanggal diundangkan . 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penemoatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

I. UMUM I. UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Berdasarkan Undang-Llndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah / 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang · dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat · 
Retribusi Perizinan Tertentu yang ditelapkan dengan berpedoman kepada tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan berpedoman 
Undang-Undang Momor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi kepada Undang-1.Jndang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan 
Daerah sebaga;mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Retribusi Daerah sebilgaimana diubah dengan Vndang-Undang Nomor 34 
telah dinyatakan tidak. berlaku lagi. tahun 2000 telah dinyatakan t'dak berfaku lagi. 

Perubahan 
Pasal clan 
penambah 
an 
penjP.lasan 
huruf yang / 
ditebalkJn 

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu / · Jenis ~etribusi. yang termasuk golongan Retribusi Per:zinan Tertentu 
1 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 t:::hun 2009 tersebut sebaga,mana d1maksud dalam Undang-Und?ng Nc:nor 28 Tahun 2009 I . 
ada seban~ak 5 (lima) jenis, yaitu : Retribusi izin mendirikan Bangunan, L tersebut ada sebanyak 5 (iima) jenis, yaitu : Retribusi Izin Mendirikan ! J 
Retr~busi Iz!n Bangunan, _Re~i~si Tempat Penjualan Minuman B~ralkohol, Bangunan, Retr!bus! Izi_n Gangguan, ~etr~bu~i Tempat P~njualan Minuman / 
Retribusi Izm Trayek, RetnbuS1 Izm Usaha Penkamm. Beralkohol, Retnbus, !zm Trayek, Retnbus, Izm Usaha Penkanan. L __ 
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Namun, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlr.tahan Antara Pemerintah , 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, 
maka jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 
hanya 1 ( satu ) jenis Retribusi dari 2 (dua) jenis retribusi yang merupakan 
ke-.venangan Provinsi, yaitu Retribusi Izin Trayek. 

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutannya, dipandang 
perlu diatur pelaksanaannya kembali. 

II. PASAL. DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal2 

Pasal 3 

Pasa14 

Pasal 5 

Pasal 6 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Yang termasuk objek Retribusi Izin Trayek adalah 
IzinTrayek .AKDP, Angkutan Taxi, Angkutan Sewa, dan 
Angkutan Khusus (Pemadu Moda) 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Namu11, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota, maka jenis Retribusi YiD:J dipungut oleh Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat hanya 1 ( satu ) jenis Retribusi dari 2 (dua) jenis 
retribusi yang rnerupakan kewenangan Provinsi, yaitu Retribusi Izin Trayek. 

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutannya, 
dipandang pertu diatur pelaksanaannya kembal. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal2 

Pasal 3 

Pasal4 

Pasal 5 

Pasal. 6 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Yang termasuk objei Retribusi Izin Trayei< 
adalah Kartu ?enoawasan IzinTrayek AKl>P, 
Angku~n J,emadu Moda, Angkutan Taksi, 
A.ngkutan Sewa, dan Jzin Insidentil 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
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Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 
.. .u:,' 

~·:::.:.; Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukupjeias 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) huruf b 

Pasal 12 

Pasat' 13 

Pasal 14 

Mobil penumpang yang dioperzsikan untulc 
angkutan sewa harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: : I 
a. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan 

wama dasar pl:1t hitam dan tulisan putih dan 
diberi nomor khusus. 

b. Dilengkapi dei1gan dokumen perjalanan 1· 

yang sah berupa surat tanda nomor 
kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan · 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 
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Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 
-\ ~f ,_,. I Cukupjelas 

Pasal 16 

Cukupjelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pasa! 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

?asal 20 

Cukup j{las 

Pasal 21 

Cukup jelas I 
Pasal 22 

Cukup jeias 

Pasal23 

Cukupjelas 

Pasal24 

Cukup jelac; I 

L--------------------------·---'-

Pasal 15 

Pasal 16 

Pasal 17 

Pasal 18 

Fasa! 19 

Pasal 20 

Pasa! 21 

Pasal 22 

Pasal 23. 

Pasat 24 

-· 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Angka 1 huruf b 

KE•.ndaraan bennoto, dengan l<apasitas 9 - 16, termasuk 
tempat duduk pengemudi dikategorikan dalam Bus Kecil 

Angka 1 huruf c 

Kend2raan bermotor dengan kapasitas 17 - 28, termasuk 
tempat duduk pengemudi dikategorikan dalam Bus 
Sedang. 
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Pasa! 25 

Pasal 26 

Pasai 27 

Ayat (1) 

Ayat(2) 

Cukupjelas 

Cukup je:as 

Yang c.iimal<sud keringanan adalah hak bagi wajib 
Rebibusi untuk dapat mengajukan permohonan mencicil I 
sejumlah retribus1 yamg terhutang ( Pokok dan / atau 
denda retribusi delp alas an yang jelas dan dapat 
dipertangguog jawatrbn). 

Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan 
retribusi adalah hak mgi wajib · retriJusi untuk da~t 
mengajukan perrnononan pengurangan dan 
peni:Jebasan retribusi yang terhutang (pokok clan /atau 
denda) dengan alasan yang jelas dan dapat 

1

. 

dipertanggunq jawal:ian . 

Cukup jelas I 

Pasal25 

Pasal26 

>asal 27 

.. , 

Angka 1 huruf d 

Kendaraan bennot<>r dengan kapasitas lebih dari 28, 
termasuk tempat duduk pengemudi dikategorikan dalam 
BusBesar·. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
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Pasal28 
Cukupjelas 

'(;..; :.."" 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukupjelas 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukupjelas 

Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pa!;al 28 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Yang dimaksud keringanan adalah hak bagi wajib I 
RetribuSi untuk dapat mengajukan permohonan 
mencicil sejumlah retribusi yang terhutang ( Pokok dan 
/ atau denda retribusi dengan alas an yang jelas dan 
dapat dipertanggung jawabkan). 

Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan 
rebibusi adalah hak bagi wajb retribusi untuk dapat 
mengajukan permohonan pengurangan dan 
pembeoasan retribusi yang terhutang (pokok dan /atau 
denda} dengan alasan yang jelas dan dapat 
dipertanggung jawabkan . 

Cukupjelas 

Pasal 29 Cukup jelas 

Pasal 30 Cukup jelas 

Pasal 3:1 Cukup jelas 

Pasal 32 Cukup jelas 

Pasal 33 (ukup jelas 

- 34 - ~- ~ 
Pasal 35 Cukup jelas 
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Pasal 36 Pasal 36 I Cukupjelas Cukupjelas 

Pasal 37 Pasal 37 
~;);r, I Cukupjelas Cukupjelas !,:,• 

Pasal 38 Pasal 38 

Cukupjelas Cukupjelas 

Pasal39 

Cukupjelas 

l I 
Pasa140 

Cukupjelas 
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